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Minim Sumber Daya Akuntansi

PALU, MERCUSUAR — Ketua Tim
Penyelesaian Tuntutan Perbedaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Palu, Arifin
Hi Lolo, mengaku minimnya sumber daya
akuntansi dan administrasi menjadi salah satu
penyebab belum tuntasnya penyelesaian TPTGR
yang direkomendasikan BPK terhadap Pemerintah
Kota Palu. Oleh karena itu, Pemkot kini mulai
menekankan tertib administrasi keuangan.

Sementara untuk menambah
jumlah sumberdaya, dalam peneri-
maan pegawai, Pemkotkini meme-
riotaskan tenaga S1 akuntansi. Na-

mun, belum bisa terpenuhi sekali-
gus karena Pemkot juga harus ber-
bagi dengan disiplin ilmu kin yang
juga dibutuhkan. Sementara for-

dapat diakses di
" www.harianmercusuar.com

masi terbatas.

Arifin mengaku se-
tiap kali menggelar
rapat penyelesaian
TPTGR, selalu ada

" tindak lanjut, baik pe-
ngembalian maupun sanksi-sanksi
terhadap oknum bersangkutan.
Namun, Arifin tak bisa merinci be-
rapa kali telbh menggelar rapat de-
ngan Inspektorat selaku Wakil Ke-
tua TPTGR dan Kepala Dinas Pen-
dapatan, Pengelolaan Kekayaan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota
Palu selaku Sekretaris Tim TPTGR.

“Yang menjadi masalah adalh,
pihak yang bertanggungjawab ka-

dang lali. Maka kita lakukan sita ja-
minan terhadap individu yang mek-
kukan penggunaan dana terkait.
Misalnya dana retribusi yang belum
disetor ke kas daerah kemudianada
pemeriksaan, biasanya ini menjadi
temuan,” kata Arifin, Senin (13/5).

dakhnjuti temuan BPK kepada Ins-
pektorat, baik temuan administrasi
maupun keuangan. Arifin tak me-
ngelk jika BPK semakin ketat sejak
tahun 2005. la juga tak mengetahui
persis oknum pada SKPD mana saja
yang paling banyak menjadi temuan
BPK, kurun enam tahun dirinya

Sekkot Palu inimengaku pada Se-
nin kemarin, pihaknya muli menin-

menjabat Ketua Tim TPTGR. “Tidak
bisasaya tahu itu, yang tahu itu hanya
BPK dan inspektorat” katanya.
Untuk tahun ini, BPK menyampai-
kan hasil pemantauan terhadap
TPTGR Pemkot Palu. Disebutkan, se-
jaktahun 2003 sampai semester 1 TA
2011, sebanyak 127 kasus sebesar
Rp7,32 miliar. Yang telh diselesai-
kansebanyak 8 kasus sebesar Rp1,88
miliar, sedangkan yang belum
dilunasisebanyak 119 kasus sebesar
Rp5,44 miliar. Menurut BPK, penye-
lesaian kerugian daerah itu tidak
dibksanakan secara sungguh-sung-
guh, terbukti kasus tersebut sudah
berusia kbih dari delhpan tahun. par










